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— _,z:Eo_. SOpP
Tanggal Pembuatan | : Maret 2021

Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
jEuﬁEnE oleh

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub. Bagian Penyusunan —J.om.ﬂn.

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionzl (SPPN) 1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem pemerintahan

2 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Rentra SKPD,
keterkaitan visi dan misi Kepala Daeran Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD,pokok-pokok isi
dokumen Renstra SKPD,status hukum Resntra SKPD,

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang 3. Memiliki kemampuan olah data yang baik
Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

5 Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Musrenbang.

6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

7 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. :

8 Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan
Energi Provinsi Kalimantan Tengah

9 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber

Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.
Peralatan/ Perlenglkapan
1. Aplikasi
2. Komputer, ATK

Pencatatan & Pemwdataan

[Direkam/disimpan secara elektronik dan manual

2. Memahami pedoman penyusunan dokumen perencanaan strategis instansi pemerintah




Surat Perintah

untuk Mengumpulkan Program Kerja Laporan
~|Memaraf Surat Pengumpulan Program Surat Perintah Pengumpulan | 1hari  [Surat Perintah Pengumpulan

Kerja dan Menyerahkan Kepada Laporan Laporan yang sudah diparaf
Sekretaris Dinas
Memaraf Surat dan Menyerahkan Kepada Surat Perintah Pengumpulan 2hari  |Surat Perintah Pengumpulan
Kepala Dinas Laporan yang sudah diparaf Laporan yang sudah diparaf

Kasubag
Menandatangi Surat Pengumpulan Surat Perintah Pengumpulan 2hari  |Surat Perintah Pengumpulan
ProgemKerja {1 | . Laporan yang sudah diparaf Laporan yang sudah

@. Sekretaris ditandatangani

Menggandakan dan Membagikan Surat ke Surat Perintah Pengumpulan 3jam Surat Perintah Pengumpulan
Tiap-Tiap Bidang Laporan yang sudah Laporan

ditandatangani Kepala Dinas
!.mEFB Program Kerja pada Tiap-Tiap Surat Perintah Pengumpulan 1minggu |Laporan Program Kerja Bidang
Bidang Laporan

1

Mengumpulkan Program Kerja Bidang w Laporan Program Kerja Bidang 2hari  |Program Kerja Dinas
untuk dijadikan Program Kerja Dinas
Menyusun Program Kerja Kedinasan W Program Kerja Dinas Thari _|Dokumen Program Kerja Dinas

Palangkaraya,

Maret 2021




| Nomor SOP
| {ranggal Pembuatan  |: Maret 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Diszhkan oleh

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

A u—

Sub. Bagian Penyusunan Program ftiama SOP :

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 1. Memiliki Pengetahuan tentang Pengumpulan Laporan Dinas;

2 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Rentra SKPD,
keterkaitan visi dan misi Kepala Daeran Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD,pokok-pokok isi
dekumen Renstra SKPD,status hukum Resntra SKPD.

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang 3. Memiliki Kemampuan tentang Pengumpulan Laporan Dinas.
Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

5 Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Musrenbang,

6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

7 Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan
Energi Provinsi Kalimantan Tengah

8 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber
Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Memahami mengenai Kegiatan Pengumpulan Laporan Dinas;

Progres kerja tidak tercapai maka dapat berpengaruh terhadap pelaporan kinerja dinas




mﬁg%—.ﬂﬁ:ﬁb .

Membuat Surat buat Tiap-tiap Bidang "1 [SuratPerintah
untuk Mengumpulkan Laporan Laporan
Memaraf Surat Pengumpulan Laporan dan Surat Perintah Pengumpulan 1hari |SuratPerintah Pengumpulan
Menyerahkan Kepada Sekretaris Dinas Laporan ruvoﬂ“ yang sudah diparaf
Kasul
Memaraf Surat dan Menyerahkan Kepada Surat Perintah Pengumpulan 2hari |Surat Perintah Pengumpulan
Kepala Dinas Laporan yang sudah diparaf Laporan yang sudah diparaf
1% Kasubag
Menandatangi Surat Pengumpulan Surat Perintah Pengumpulan 2 hari |Surat Perintah Pengumpulan
Laporan Laporan yang sudah diparaf Laporan yang sudah
Sekretaris ditandatangani

Menggandakan dan Membagikan Surat & Surat Perintah Pengumpulan 3jam [SuratPerintah Pengumpulan
Pengumpulan Laporan ke Tiap-Tiap Laporan yang sudah Laporan Bidang
Bidang ditandatangani
Menagih Laporan pada Tiap-Tiap Bidang H Surat Perintah Pengumpulan 1 minggu | Laporan Bidang

[ 3 Laporan Bidang

_ L3
Mengoreksi Laporan Bidang Tidak Laporan Bidang 1 minggu | Laporan Bidang Final

P e
Mengumpulkan Laporan Bidang — B (- Laporan Bidang Final 2hari |Laporan Dinas

- -




N = Nomor SOP -
Tanggal Pembuatan | : Maret 2021
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh
PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sub. Bagian Penyusunan Program Nama SOP : |Penyusunan Laporan Bulanan Dinas

1 SOP Penyusunan Laporan Bulanan Dinas

. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Rentra SKPD,
keterkaitan visi dan misi Kepala Daeran Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD,pokok-pokok isi
dokumen Renstra SKPD,status hukum Resntra SKPD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang
Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Musrenbang.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan
Energi Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber

Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Memiliki Pengetahuan tentang Penyusunan Laporan Dinas;

2. Memahami mengenai Kegiatan Penyusunan Laporan Dinas;

3. Memiliki Kemampuan tentang Pengumpulan Laporan Dinas.

Peralatars’ Perlenglipan




A RGI SUMBER DAYA MINERAL

Memeriksa Data Laporan | 1 Bidang | ] [DatalaporanBulananPer
] Bidang Laporan Dinas
2 Membuat Daftar Laporan Bulanan Dinas Laporan Bulanan Bidang 1hari |Rekap Laporan Bulanan Dinas [SOP Pengumpulan
Laporan Dinas
3 Mengkompilasi Laporan Bulanan Dinas Rekap Laporan Bulanan Dinas Shari |Laporan Bulanan Dinas SOP Pengumpulan
Laporan Dinas
4 Memeriksa dan Menandatangani Laporan | Laporan Bulanan Dinas 3jam |Laporan Bulanan Dinas yang
Bulanan Dinas dan menyerahkan kepada sudah ditandatangani
Sekretaris
6  |Memaraf Laporan Bulanan Dinas dan Laporan Bulanan Dinas yang lhari [Laporan Bulanan Dinas yang
Menyerahkan kepada Kepala Dinas sudah ditandatangani sudah diparaf
7 Menandatangi Laporan Bulanan Dinas Laporan Bulanan Dinas yang 1hari |Laporan Bulanan Dinas yang
- sudah diparaf Sekretaris sudah ditandatangani
8 Menggandakan dan Menjilid Laporan Laporan Bulanan Dinas yang 3hari |Dokumen Laporan Bulanan
Bulanan Dinas sudah ditandatangani Dinas
9 Mengirim Laporan Bulanan Dinas Dokumen Laporan Bulanan 1hari |Dokumen Laporan Bulanan
Dinas Dinas
10  |Mengagendakan Bukii Pengiriman } Dokumen Laporan Bulanan 15 menit |Bukti Pengiriman
| J Dinas
11 Dokumentasi Laporan Bulanan Dinas & Bukti Pengiriman dan 15 menit |Arsip
Dokumen Laporan Bulanan
Dinas
Palangkaraya, Maret 2021
Mengetahui :




— Nomor SOP -
Tanggal Pembuatan | : Maret 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan |:
Disahkan oleh

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub. Bagian Penyusunan Program

Nama SOP : erja (Renja) Dinas
(\
1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem pemerintahan
2 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Peranan dan tanggung jawab Kepala SKPT untuk menyiarkan Rentra SKPD,
keterkaitan visi dan misi Kepala Daeran Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD,pokok-pokok isi 2. Memahami pedoman penyusunan dokumen perencanaan strategis instansi pemerintah
dokumen Renstra SKPD,status hukum Resntra SKPD.

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang
Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

5 Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Musrenbang.

6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

7  Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan
Energi Provinsi Kalimantan Tengah

8 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber
Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Memiliki kemampuan olah data yang baik

Yervalatan/ Perlenchapan

1 SOP Renstra 1. Aplikasi
2. Komputer, ATK




RS ES

—

\vnw Bidang

SOP Pengumpulan .,

1 |Mengumpulkan dan Menyusun Data Per N |Data wmr_..m Per wE.._.hw Renja
Bidang .\. V Laporan Dinas
3 |Memaraf dan Menyerahkan Berkas Renja Renja Per Bidang 3jam  |Renja Dinasyang
kepada Sekretaris sudah diparaf
5 |Memaraf Berkas ._ﬂmE.m serta Menyerahkan Renja Dinas yang 1 hari Renja Dinas yang
kepada Kepala Dinas sudah diparaf Kasubag sudah diparaf
6 |[SOP Renja Dinas yang 1hari  |RenjaDinasyang
sudah diparaf sudah ditandatangani
i Sekretaris
7 |Menggandakan Dokumen Renja Renja Dinas 3hari |Dokumen Renja
! Dinas
8 |Mengirim Dokumen Renja Hr Dokumen Renja Dinas lhari |Dokumen Renja
Dinas
1
9 |Mengagendakan Bukti Pengiriman v Dokumen Renja Dinas | 15menit |Bukti Pengiriman
10 |Dokumentasi Dokumen Renja Bukti Pengiriman dan | 15 menit |Arsip
Dokumen Renja Dinas
Palangkaraya, Maret 2021
Mengetahui :




— [Nomor SOP
st Tanggal Pembuatan | : Maret 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh
PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sub. Bagian Penyusunan Program Nama SOP

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem pemerintahan

2 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Rentra SKPD,
keterkaitan visi dan misi Kepala Daeran Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi
dokumen Renstra SKPD,status hukum Resntra SKPD.

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang 3. Memiliki kemampuan olah data yang baik
Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

5 Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Musrenbang.

6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

7 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

8 Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan
Energi Provinsi Kalimantan Tengah

9 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber
Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Memahami pedoman penyusunan dokumen perencanaan strategis instansi pemerintah

1. Aplikasi
2. Komputer, ATK

irekam/disimpan secara elektronik dan manual
yang jelas

Renstra harus disusun setiap 5 (lima) tahun sekali, jika tidak kegiatan Dinas akan berjalan tanpa tujuan dan




SOP Renstra

Mengumpulkan dan Menyusun Data Per Data Per Bidang 3 minggu |Bahan penyusunan |SOP Pengumpulan
Bidang n - Renstra Laporan Dinas
Memaraf dan Zmngzﬂ: Draf Renstra Bahan penyusunan 1jam |DrafRenstrayang
kepada Sekretaris Renstra sudah diparaf
Memaraf Draf Renstra serta Menyerahlan | DrafRenstrayangsudah | 2Jam |DrafRenstrayang
kepada Kepala Dinas diparaf Kasubag sudah diparaf
Menandatangi Dokumen Renstra Draf Renstra yang sudah 1hari |Renstra Dinas
\/ diparaf Sekretaris

Menggandakan dan Menjilid Dokumen K Renstra Dinas 3hari |Dokumen Renstra
Renstra Dinas
Mengirim Dokumen Renstra 4 Dokumen Renstra Dinas 1hari |Dokumen Renstra

) Dinas
Mengagendakan Bukti Pengiriman “l Dokumen Renstra Dinas 15 menit |Bukti Pengiriman

- 1
Dokumentasi Dokumen Renstra Bukti Pengiriman dan 15 menit |Arsip
Dokumen Renstra Dinas
Palangkaraya, Maret 2021

Mengetahui :

DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL




INomor SOP

Tanggal Pembuatan

Maret 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

w
PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Disahkan oleh

_zﬂnm sopP

Sub. Bagian vﬁgg

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Rentra SKPD,
keterkaitan visi dan misi Kepala Daeran Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD,pokok-pokok isi
dokumen Renstra SKPD,status hukum Resntra SKPD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang
Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Musrenbang.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan
Energi Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber
Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

i

1. Memiliki Pengetahuan tentang Penyusunan RKT Dinas;

2. Memahami mengenai Kegiatan Penyusunan RKT Dinas;

3. Memiliki Kemampuan tentang Penyusunan RKT Dinas.

Peralatan/ Perlengkapan =

1. DataBidang

2. Data Sekretariat

neatatan & Pendataan

ila Progres kerja tidak tercapai maka dapat berpengaruh terhadap pelaporan kinerja dinas




SOP Penyusunan RKT Dinas

Bidang Laporan Dinas
3 kImE.E.wm dan Menyerahkan Berkas RKT IRKT Pér Bidang 3jam RKT Dinas yang
kepada Sekretaris sudah diparaf
5 |Memaraf Berkas RKT serta Menyerahkan RKT Dinas yang sudah ihari |RKT Dinasyang
kepada Kepala Dinas diparaf Kasubag sudah diparaf
6 |Menandatangi Dokumen RKT RKT Dinas yang sudah 1hari |RKT Dinasyang
diparaf Sekretaris sudah ditandatangani
7 |Menggandakan Dokumen RKT RKT Dinas 3hari |Dokumen RKT Dinas
8 |Mengirim Dokumen RKT Dokumen RKT Dinas 1 hari Dokumen RKT Dinas
9 |Mengagendakan Bukti Pengiriman L Dokumen RKT Dinas 15 menit |Bukt Pengiriman
10 |Dokumentasi Dokumen RKT m Bult Pengiriman dan | 15 menit |Arsip




| — Nomor SOP
Tanggal Pembuatan | : Maret 2021
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan | : Maret 2034~
[pisabian aen : LR

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sub. Bagian Penyusunan Program Nama SOP

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Rentra SKPD,
keterkaitan visi dan misi Kepala Daeran Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD,pokok-pokok isi
dokumen Renstra SKPD,status hukum Resntra SKPD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang

Lo o

Energi dan Sumber Daya Mineral menijadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Musrenbang.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Paniang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan
Enerei Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber
Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

e

@ ~ [ T %, B w

1, Memiliki Pengetahuan tentang Penyusunan Program Kerja;

2. Memahami mengenai Kegiatan Penyusunan Program Kerja;

3. Memiliki Kemampuan tentang Penyusunan Program Kerja.

Peralatan/ Perfengkapan

1. DataBidang

Program Kerja dalam bentuk hardcopy dan softcopy

/Apabila Progres kerja tidak tercapai maka dapat berpengaruh terhadap administrasi kepegawaian tidak dapat
dilakulan.




Sekretaris

ditandatangani

SOP Penyusunan LAKIP
: (Laporan Bulanan, Laporan Keuangan, RENSTRA, IKU, Penetapan Kinerja, RKT, Laporan Dinas
RENSTRA, IKU, Penetapan Kinerja, RKT, . Pengukuran Kinerja dan Struktur
Pengukuran Kinerja dan Struktur Organisasi Organisasi Dinas per-Tahun
Dinas per-Tahun)
Menyusun LAKIP Dinas draf LAKIP Dinas 1minggu |draf LAKIP Dinas yang
sudah tersusun
Memaraf dan Menyerahkan Kepada Sekretaris draf LAKIP Dinas yang sudah tersusun |10 menit  |draf LAKIP Dinas yang
Dinas sudah diparaf
Memaraf LAKIP Dinas dan Menyerahkan draf LAKIP Dinas yang sudah diparaf |1 hari draf LAKIP Dinas yang
kepada Kepala Dinas - - Kasubag sudah diparaf
Menandatangani LAKIP Dinas .ml draf LAKIP Dinas yang sudah diparaf |1 hari LAKIP Dinas yang sudah

Menggandakan dan Menjilid LAKIP Dinas

LAKIP Dinas yang sudah ditandatangani
Kepala Dinas

3 hari Dokumen LAKIP Dinas

O CHHOs-

Dinas

Mengirim LAKIP Dinas Dokumen LAKIP Dinas 1 hari Dolkumen LAKIP Dinas
Mengagendakan Bukti Pengiriman Dokumen LAKIP Dinas 15 menit |Bukti Pengiriman
Dokumentasi LAKIP Dinas Bukti Pengiriman dan Dokumen LAKIP [15menit |Arsip

Palangkaraya Maret 2021




| = Nomor SOP

Tanggal Pembuatan | : Maret 2021
Tanggal Revisi $

Tanggal Pengesahan |:

Disahkan oleh : .

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub. Bagian Penyusunan Program Nama SOP

Kualitikasi Pelaksana

1. Memiliki Pengetahuan tentang Penyusunan Executive Summary;

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
2 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Rentra SKPD,

keterkaitan visi dan misi Kepala Daeran Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD,pokok-pokok isi 2. Memiliki Pengetahuan tentang Penyusunan Executive Summary; -
dokumen Renstra SKPD,status hukum Resntra SKPD.
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang 3. Memiliki Kemampuan tentang Penyusunan Executive Summary.

Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

5 Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Musrembang.

6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

7 Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan
Energi Provinsi Kalimantan Tengah

8 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber
Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

1. DataBidang

1 SOP Penyusunan Laporan Bulanan Dinas
2 SOP Penyusunan Laporan Tahunan Dinas 2. Data Sekretariat




SOP Executive Summary

"~ |Laporan Bulanan, RENSTRA, Struktur
(Laporan Bulanan, RENSTRA, Struktur Organisasi Organisasi Dinas dan data per bidang Laporan Dinas
Dinas dan data per bidang)
2 |Menyusun Konsep Executive Summary Konsep Executive Summary 1Bulan |Executive Summary
3 |Memaraf dan Menyerahkan Kepada Sekretaris Dinas Executive Summary 1Hari |Executive Summary yang
sudah diparaf
4 J!n.umn.n Executive Summary Dinas dan Menyerahkan Executive Summary yang sudah diparaff 1Hari |Executive Summary yang
kepada Kepala Dinas Kasubag sudah diparaf
5 |Menandatangani Executive Summary Dinas Executive Summary yang sudah diparaf| 2 Hari |Executive Summary yang
II.— Sekretaris sudah ditandatangani
6 |Menggandakan dan Menijilid Executive Summary Executive Summary yang sudah 1 Minggu |Dokumen Executive Summary
Dinas ditandatangani Kepala Dinas Dinas
7 |Mengirim Executive Summary Dinas Dokumen Executive Summary Dinas 1hari |Dokumen Executive Summary
Dinas
8 |Mengagendakan Bukti Pengiriman Dokumen Executive Summary Dinas 15 menit |Bukti Pengiriman
9  |Dokumentasi Executive Summary Dinas Bukti Pengiriman dan Dokumen 15 menit |Arsip
Laporan Dinas

W)
=, e

R ,ew_.wv\




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan | : Maret 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |:| _ Maret2021

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

49.335: oleh

Sub. Bagian Penyusunan Program

Nama SOP

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

2 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Rentra SKPD,
keterkaitan visi dan misi Kepala Daeran Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD,pokok-pokok isi
dokumen Renstra SKPD,status hukum Resntra SKPD.

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang
Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Musrenbang.

6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 3

7 Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraiam Tugas Pertambangan dan
Energi Provinsi Kalimantan Tengah

8 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Unit Peiayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber

Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

U1

SOP Rencana Kerja Dinas (Renja)

Musrembang harus dilaksanakan sebelum penyusunan APBD, Supaya semua program kerja berjalan lancar

1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem pemerintahan

2. Memahami pedoman perencanaan pembangunan daerah dan pelakanaan Musrembang

3. Memiliki kemampuan olah data yang baik

Pecalatan/ Perlengkapan
1. Renja
2. Komputer, ATK

T e e

Direkam/disimpan secara elektronik dan Manual




SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang)

konsep

2  |Menyusun / mengetik telaahan staf tentang konsep yang konsep Telaahaan staff ljam  |Rancangan telaahaan Musrembang
telah di buat oleh Kasub.bag. Penyusunan Program _Ll 1

3  |Mengoreks! telaahan staf tentang konsep yang telah di Rancangan telaahaan 10 menit |Rancangan telaahaan Musrembang di
buat oleh Kasub.bag. Penyusunan Program fika setuju Musrembang paraf Sekretarls
dilanjutkan ke Kepala Dinas jika tidak di kembalikan untuk
di perbatkl 1/\

4  |Mengoreksi telaahan staf tentang konsep yang telah di Rancangan telaahaan 10 menit |Rancangan telaahaan Musrembang
|paraf Sekretaris Jika setuju akan di tandatangani dan Musrembang di paraf Sekretaris ditandatangani Kepala Dinas
memusyawarahkan jadwal dan tanggal musrembang jika
tidak setuju maka di kembalikan ke Sekretaris untuk di /
perbaiki

5  |Rancangan telaahaan Musrembang ditandatangani Kepala Rancangan telaahaan 10 menit |Rancangan telaahaan Musrembang
Dinas di berikan nomor surat keluar untuk di kirim ke Musrembang ditandatangani ditandatangani Kepala Dinas untuk di
Sekda D I : . Kepala Dinas kirim ke Sekda

Palangkaraya, Maret 2021

B ﬂmo_\\rf iqngetahui :

NEPALA RS Bl SUMBER DAYA MINERAL
VHENALY




= — {Nomor SOP
Tanggal Pembuatan |:| - Maret 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh
PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Nama SOP
Sab. Bagian Penyusunan Program

Kualitikasi Pelaksana

1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem pemerintahan

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
2 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Rentra SKPD,

keterkaitan visi dan misi Kepala Daeran Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD,pokok-pokok isi 2. Memahami Pedoman pengelolaan anggaran
dokumen Renstra SKPD,status hukum Resntra SKPD.
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang 3. Memiliki kemampuan olah data yang baik

Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

5 Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Musrenbang.

6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

7 Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan
Energi Provinsi Kalimantan Tengah

8 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber
Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Renja

1 SCP Rencana Kerja Dinas (Renja) 2. K ATK
. Komputer,

PPAS harus disusun setiap Tahun Anggaran jika tidak maka pemerintahan tidak memiliki pedoman dalam Direkam/disimpan secara elektronik dan Manual

menyusun RAPBD




SOP Penyusunan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara )

Zm:udm:ﬂ\ Hﬁ_ﬂ \roa engan bidang- T - ﬂmmt&.,_um:ud? = tm_.‘Enu“ an PPAS 1jam d
bidang dengan Bidang-bidang

2 |Menghimpun usulan bidang-bidang untuk di Pelaksanaan koordinasi dengan 1minggu |Daftar Usulan kegiatan
sesuaikan ke dalam PPAS Bidang-bidang Bidang-bidang

3  |Menyampaikan rancangan PPAS kepada Daftar Usulan kegiatan Bidang- ljam  |Rancangan PPAS yang di
sekretaris untuk di koreksi jika setuju langsung > bidang paraf Sekretaris
di paraf jika tidak setuju di kembalikan ke
Kasub.bag Penyu.Progam untuk di koreksi <

4  |Menyampaikan rancangan PPAS kepada Kepala Rancangan PPAS yang di paraf 30 menit |Rancangan PPAS u,.mbm di
Dinas untuk di koreksi jika setuju langsung di Sekretaris tandatangan Kepala Dinas
paraf jika tidak setuju di kembalikan ke /
Sekretaris untuk di koreksi

5  |Rancangan PPAS yang sudah di tandatangan Rancangan PPAS yang di 5 menit Rancangan PPAS Em.&
Kepala dinas untuk di beri Nomor surat keluar tandatangan Kepala Dinas San_mﬂbm.uu Kepala Dinas
sebelum di kirim ke Sekda vU untuk dikirim ke Sekda




PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TEY- <4
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Sub. Bagian Penyusunar - rogram

Disahkan oleh

| Namasop

angunan Nasional (SPPN)

2 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menylapkan Rentra SKPD,
keterkaitan visi dan misi Kepala Daeran Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD,pokok-pokok isi
dokumen Renstra SKPD,status hukum Resntra SKPD,

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang
Energi dan Sumber Daya Minera] menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

5 Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Musrenbang,

6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Noinor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

7 Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan
Energi Provinsi Kalimantan Tengah

8 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber
Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

Dasar Hukum

o)
it Prlasana 3 ‘

1. Mengetahuitugasc¢ .ungsi sistem pemerintahan

Memahami pe<.. sanpedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka
2. .
panjang

3. Memiliki kemampu: . slah data yang baik

Peralrtan * Perlengkapan




Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di
kordinasikan ke Sekretaris Dinas

|

Naskah Dokmmen Visi dan Misi untuk di
kordinasikan ke Sekretaris Dinas di

1 Bulan

Emﬁz&bggg_ﬁu
data untuk menyiapkan data, bahan

Kabid dan Kasi di Dinas

lanjutian berkoordinasi dgn seluruh bidang-
Menerima, menelaah hasil rapat
selan . Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di 2Jam  |Notulen hasil rapat dengan Kasub.bag. Kabid
jutnya memerintahlcan dan memberikan arahan tindak lanjut kepada kordinasikan ke Sekretaris Dinas di dan Kasi di Dinas
lanjutkan berkoordinasi dgn seluruh
bidang-bidang
Merumuskan rencana tindaklanjut .
Sesuai arahan dan Mmenginventarisir data, Notules hasil rapat dengan Kasub.bag, 30 menit |Merumuskan Rencana Tindak lanjut tentang

Notulen hasil rapat dengan Kasub.bag, Kabid
dan Kasi di Dinas

Mengumpulkan, melenglapi dan menyajilan da

5 ta, bahan, mater;
diperiukan dan melaporkan kepada Kasubbid s

Merumuskan Rencana Tindak lanjut
tentang Notulen hasil rapat dengan
Kasubbag. Kabid dan Kasi di Dinas

10 menit |Menyerahkan Rencana Hasil Rapat rapat

dengan Kasub.bag, Perencanaan Program

Menyerahkan Rencana Hasil Rapat rapat
dengan Kasub.bag, Perencanaan Program

Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah
diparaf Kasub.bag. Perencanaan Program

10 menit

langsung ditandatangan langsung.

Proses penyusunan Rancangan

Awal RPIP yang sudah di tandatangani Kepala
Dinas untuk di kirjm ke Sekda e a

Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah 10 menit |Rencana Hasil Rapat rapatyang sudah
diparaf Kasub.bag. Perencanaan Program diparaf sekretaris utk di koreksi
utk di koreksi sekretaris
E.ﬂama penyusunan Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah 10menit |Rencana Hasil Rapat rapatyang sudah
di koreksi Kepala diparaf sekretaris utk di koreksi ditandatangani Kepala Dinas
Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah 10 menit |Rencana Hasil Rapat rapatyang sudah
ditandatangani Kepala Dinas

ditandatangani Kepala Dinas dan dikirim ke
o

Palangkaraya, Maret 2021




PEMERINTAHAN PROVINS] KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERA!

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan Maret 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

4imn

Sub. Bagian Penyusunan v

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan Pembangunan Nasior
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Peranan dan tanggung jawzb Kepala SKP/: -ntuk menyiapkan Rentra SKPD,
keterkaitan visi dan misi Kepala Daeran Terpilih dengan RPJMD dan Rensrra SKPD,pokok-pokok isi
dokumen Renstra SKPD,status hukum Resntra SKPD,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Dz rzhi dimana Kewenangan dibidang
Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerin-.. Pusat dan Provinsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negora,
Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Musrenbang.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan

1. Mer H.._EE Em‘..‘ <an fungsi sistem pemerintahan
<Mahami pedomanpedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka
Menengah

3. Memiliki kemampuan olah data yang baik

Peralatany pesl nokapan




# S0P Penyusunan RPJMD mggﬂ—mﬂﬂ:ﬁﬁu&. Daerah )

" 1jam |Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di

1 EEQEEFEHEEEEBE?
gﬂrﬁuggégigﬁg kordinasikan ke Sekretaris Dinas
2 |Melaksanakan koordinasi mternal ! Bulan  |Naskah Dokumen Visi dan Mist entuk di
jrordinastkan ke Seke: - is Dinas di lanjutkan
Menerima, menelaah hasil rapat I . [Nowlenh: -apar dengan Kasub.bag. Kabid dan
gaggréggg_ﬁgg : F _ T? Jina-
:gugggﬂlﬁggg risir data, mater] dan i ) Neto: 1l raps: denga .anEun " siddan | 30 menlt |Memmmi. “indak lanjut tentang
HM..EE E&FEEEEEE_& data untuk menyiapkan ﬁ Ka _m”m. . ) _, - an Kasub.bag. Kabid dan
bahay
5 Egﬂgiugghgsggngeﬁg dan s P * Rapat rapat dengan
Eo.»voqﬂ:gg Kabid dan Fam
7 Mencermati Laporan selanjutnya untuk menidaklanfuti dngan proses penyusunan Men Rencana Hast Zapat rapatdengan | 10 menit ”re..:nmnm e -+ yang sudah diparaf
Rancangan Awal RPJMD dan di serahian Kasub. bag. Perencanaan program untuk di koreksi x..ﬁ:wa erencanaan Program Kasub.bag. Perencanzan Program
_.Eraﬁmuﬂﬁ&rnﬂgrn—_.d EEE_EEEE \
4
8 |Mencermati Laporan selanjutnya menidakianjuti dengan Proses penyusunan Rancangan 4 Rencana [TPE— yang sudah diparaf 10 menit |Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah diparaf
wal RPIMD untuk di koreksi Sekretaris jika belum sesual dj ke balikan ke kasub.bag {Kasubbag, P n.nﬂﬁwiﬂiawuﬁﬁ sekretaris utk di korelst
erencanaan program EEE?&E kretaris
9 [Mencermati Laporan selanjutnya menidaklanjoti dengan proses penyusunan Rancangan 4 , Rencanz Haei sudah di 10 menit |Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah
2sil Rapat rapat yang paraf rapa
wal RPIMD yang sudah di paraf sekretaris untuk di koreks] Ke ala Dinas fika belum sesuai sekretaris utk df koreksi ditandatangani Kepala Dinas
kembalika; xnmoﬁﬁﬂuw_ﬁuﬂnnugrnﬁﬂ&ﬁ ngan langsung.
10 |Proses penyusunan Rancangan Awal wgwﬂ.nn.nww&nu:nmﬂamma Kepala Dinas untuk Rei Rapat rapat sudah 10 menit wmamu._u Hasil Rapat rapat yang sudah
di kirim ke Sekda > &R:aﬂ:»%ﬁﬂ:ﬁaﬁa_ Kepala Eﬂmw!n ditandatangani Kepala Dinas dan dikirim ke Sekda




SUB. BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN




Nomor SOP
Tanggal Pembuatan : Maret 2021

-} {Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
|pisahkan oleh

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian |Nama SOP

1

8

UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber
Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Peraturan Pemerintahan No.24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintahan No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan Energi
Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti

Pegawal Negeri Sipil

1. Mengetahui dan memahami aturan kepegawaian tentang prmberian cuti PNS

2. Mengetahui dan memahami persyaratan cuti

I

Dokumen Peraturan Kepegawaian

Formulir Permohonan Cuti

N.
w.mnﬂmﬂvaaoroumunﬂn
4.  Data cut pegawai




SOP Pengajuan Cuti Tahunan

Mengajukan Permohonan Cuti

Memberikan formulir surat permohonan cuti

. .. |Surat permohonan cuti yang sudah
Surat permohonan cuti 3 menit di pesiksa Pengolah data
Smenit |Formulir permohonan cuti utk di
Surat permohonan cuti yang sudah isi pegawai
di periksa Pengolah data

Mengisi dan menandatangani formulir permohonan cuti

Formulir permohonan cutintk diisi | 15 menit |Formulir permohonan cuti yang

tidak maka dikembalikan ke pemohon

pegawal sudah diisi oleh pegawai
xoB_.n_EBa catatan/pertimbangan persetujuan cuti Formulir permohonan cut yang Smenit |Formulir permohonan cuti yang
sudah diisi oleh pegawai sudah diisi di paraf kasub/kast
Melakukan telaahan permohonan cutl tahunan, apabila ya
. Formulir permohonan cutd yang Smenit |Berkas permohonan cuti yangsudah
maka akan ditindaklanjuti sub bagian kepegawalan, apabila sudah diisi di paraf kasub/kasi diist di paraf kabld/ sekretarls

Menerima berkas surat permohonan yang sudah di paraf
kasi/kasub. Dan kabid/sekretaris untuk di ajukan ke Kepala
Dinas

Berkas permohonan cuti yang sudah | 15 menit |Berkaslengkap slap di serahkan
diisl di paraf kabid/ sekretaris L kadis untuk di tandatangan

Menandatangani surat {zin cut pegawai, dan menyerahkan
kepada pengolah data kepegawaian

Berias lengkap siap di serahkan kadis| 15 menit |Formulir permohonan cut yang
untuk di tandatangan Isudah diisi dan ditandatangani

Menyerahkan surat izin cuti ke pemohon

Surat cuti tahunan yang telah 5 menit |Surat permohonan cuti yang sudah

ditandatangani ditandatangani
Menerima surat izin cuti tahunan Surat permohonan cut yang sudah Smenit [Surat permohonan cut] yang sudah
ditandatangani ditandatangani dan diterima

Palangkaraya, Maret 2021




[Nomar sOP
[ Tanggal Pembuatan : Maret 2021
Tanggal Revisi g
Tanggal Pengesahan : %ﬁ?
Disahkan oleh : .
PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
m..?mm_m: Umum dan Kepegawalan Nama SOP

1 UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana
Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

4 Peraturan Pemerintahan No.24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

S Peraturan Pemerintahan No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

& Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan Energi

Provinsi Kalimantan Tengah

7 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

8 Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti
Pegawai Negeri Sipil

Kewenangan dibidang Energi dan Sumber

s -

1. Mengetahui dan memahami aturan kepegawalan tentang prmberian cuti PNS
2. Mengetahui dan memahami persyaratan cuti

1  Dokumen Peraturan Kepegawalan
2 Formulir Permohonan Cuti
3. Surat Permohonan Cuti

4. Data cuti pegawai
Buku kendali cuti pegawal




SOP Pengajuan Cuti Urusan Penting

. at permohionan |
1 [Mengajukan Permohonan Cuti i n&m_ sudah di
ngaj Cuti Surat permohonancuti | 3 menit o j nm.mumo_mw_
data
1 |Memberikan formulir surat permohonan cuti Formulir permohonan cutil 5 menit |Formulir permohonan
L _ cuti utk di isi pegawai
2 |Mengisi dan menandatangani formulir permohonan cuti Formulir permohonan arti| 15 menit |Formulir permohonan
_ T — utk di isi pegawai cuti yang sudah diisi
oleh pegawai
3 |Memberikan catatan/pertimbangan persetujuan cuti Formulir permohonan cuti| 5 menit |Formulir permohonan
tahunan yang sudah diisi oleh cuti yang sudah diisi di
pegawai —uig—u\g
4 |Melakukan telaahan permohonan cuti tahunan, apabila ya Formulir permohonan cuti| 5 menit |Berkas permohonan
maka akan ditindaklanjuti sub bagian kepegawaian, apabila yang sudah diisi di paraf cuti yang sudah diisl di
|tidak maka dikembalikan ke pemohon Tidak kasub /kasi paraf kabid/ sekretaris
5 |Menerima berkas surat permohonan yang sudah di paraf - J Berkas permohonancuti | 15 menit |Berkaslengkap siap di
kasi/kasub. Dan kabid/sekretaris untuk di ajukan ke Kepala Ya yang sudabh diisi di paraf serahkan kadis untuk
Dinas : e kabid/ sekretaris di tandatangan
[
6 |Menandatangani surat izin cuti pegawai, dan menyerahkan Berkas lengkap siap di 15menit |Formulir permohonan
kepada pengolah data kepegawaian serahkan kadis untuk di cuti yang sudah diisi
tandatan, dan ditandatangani
Tidak / g
7 |Menyerahkan surat izin cuti ke pemohon Surat cuti tahunan yang Smenit |Surat permohonan cuti
o - telah ditandatangani yang sudah
Ya ditandatangani
8 |Menerima surat izin cuti tahunan Surat permohonan cuti 5menit |Surat permohonan cuti
yang sudah yang sudah
U ditandatangani ditandatangani dan
Siteri

Palangkaraya, Maret 2021

Mengetahui :
BER DAYA MINERAL




PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nomor SOP

ﬂnnﬂug.!nﬂu.

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Nama SOP

1 ggsﬂu—-ﬂnNamgwﬂﬂggbggnnﬁzgmﬂ?uivmﬁgmﬁwﬂ
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

2. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daeral

1 SOP Surat Masuk

1. Mengetahui dan memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah

2. Mengetahui dan memahami pedoman penomoran surat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan

Tengzh
3. Mengetahui dan memahami Pedoman Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan

Teneah

Peralitan: Perlenghapan
1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas

Register dalam Surat Keluar, Kartu Kendali Surat Keluar, Elektronik




Menugaskan untuk membuat surat keluar Surat Masuk, Renja, Disposisi 15 menit |Diposisi
Membuat konsep surat keluar Disposisi 15 menit |Konsep suratkeluar
Mengetik draft surat keluar Hl Konsep surat keluar 15 menit |Draft surat keluar

U8

Memeriksa draft surat keluar, jlka tidak sesuai dikembalilkan Draft surat keluar 10 menit |Draft surat keluar yang
kepada Pengadministrasi umum untuk diperbaiki, Jika Sesuai Ya sudah diperiksa
maka diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris untuk - Kasubbag/Kasubbid
mendapat persetujuan Tidak
Memeriksa draft surat keluar, jlka tidak sesual dikembalikan : |
A Draft surat keluar sadah 10 menit |Draft surat keluar
* [kepada Kasubbag/Rasubbid untuk diperbaili, Jika Sesua maka &EEE%QﬂwSa sudah dikoreksi T
diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris untuk mendapat .
persetujuan
Menandatangani surat keluar Draft surat keluar yang sudah Smenit |Surat keluar yang
Ya dikoreksi Sekretaris sudah ditandatangani
Kepala Dinas
Memberikan stempel, nomor surat keluar dan amplop, dan
) Surat kel sudah 10 Surat kel
mencatat dalam lartu kendali surat keluar Q mhr&ﬂrﬁm_.ﬂﬂ_ﬁvm_n Dinas mentt -
Palangkaraya, Maret 2021

Mengetahui :




Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan ] ﬁ
Tanggal Revisi - P’1A>I _D%/
Tanggal Pengesahan 7 /v//
Disahkan oleh :
PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ﬁ
Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Nama SOP

5 ma.ng.zn:bqtuﬂ. ngﬁngs:gﬁgguaﬂ_ﬁsngigdg 1. Mengetahui dan memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah

2. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 2 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah| | 2. Mengetahui dan memehami tentang tata kearsipan

3. Mengetahui tentang Jenis-jenis Arsip

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
2. Kartu Surat Masuk

3. Lembar disposisi

-Eﬁuﬂnmﬁnﬂ Masuk, Kartn Kendali Surat Masuk




SOP Surat Masuk

"~ Smenit

Menerima Surat Masuk Surat Masuk Tanda terima surat
masuk
2 |Membuka dan mengagendakan surat masuk Surat masuk dan tanda Smenit  |Kartu Surat Masuk
terima surat masuk
3 |Melakukan scanner surat masuk dan memberi lembar Surat masuk dan Kartu 10menit |Lembar disposisi, surat
disposisi surat masuk Surat Masuk masuk
4  |Mendisposisi surat masuk dan menyerahkan kepada Lembar disposisi, surat 10 menit  |Surat Masuk dan
sekretaris JD masuk disposisi kadis
5 Mendisposisi surat masuk dan menyerahkan kepada Surat Masuk dan disposisi 10 menit |Surat Masuk dan
agendaris kadis disposisi sekretaris
6 Menyampaikan surat masuk sesuai dengan disposisi Surat Masuk dan disposisi 10 menit  |Surat Masuk
kcetat
Palangkaraya, Maret 2021
Zmﬂﬂmﬁ:i z
MERGI SUMBER DAYA MINERAL




PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nomor SOP

Maret 2021

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

9—?% Umum dan Nn%

Nama SOP

1 UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber
Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

4 Peraturan Pemerintahan No.24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

5 Peraturan Pemerintahan No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawal Negeri Sipil

6 Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan.dan Energi
Provins| Kalimantan Tengah

7 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

1. Mengetahui dan memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah

2. Mengetahui peraturan perundang-undangan terkait penyusunan tata naskah dinas

PPeraliatan: Perlenghapan

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas

—wnw: register naskah dinas




Kepala

MBEN SK subbld/Kasubbag untuk menyusun konsep surat w 15 menit | Disposisi Kasubbid/Kasubbag
M —
embuat konsep Surat Dinas/SK D|I Disposisi 20 menit | Konsep Surat Dinas/SK

Kasubbid/Kasubbag
Mengatik Sk Difas/SK Konsep Surat Dinas/SK___| 30 menit |Draft Surat Dinas/SK
Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masth ada yan,

g salah maka ¥ |Draft Surat Dinas/SK 10 mentt | Draft Surat Dinas/SK yan
nmﬁﬂnuw Wmmhrub _MMwuw Pengadministrasi Umum uniuk diperbaiki, jika Ya NG d sudah diparaf s
S nar maka diparaf
/. \ fidik Kasubbid/Kasubbag
Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masih ada yan
g salah dikembalikan Draft Surat Dinas/SK yang | 5menit | Draft Surat Dinas/SK yang
kepada Kasubbid/Kasubbag untuk diperbalki, jika sudah benar diparaf Ya \‘ sudah diparaf sudah diparaf
M Kasubbid/Kasubbag Sekretaris/Kabbid
e
M draft
rmmEM“.._Mﬂ Surat Dinas/SK. Jika masih ada yang salah dikembalikan Draft Surat Dinas/SK yang | 10 menit | Draft Surat Dinas/SK yang
pada Sekretaris untuk diperbaild, jika sudah benar ditandatangani A_v Tidak sudah diparaf sudah ditandatangani Kepala

Sekretarls/Kabbid Dinas

MMEE._E nomor dan stempel pada Surat Dinas/SK dan mencatatuya Draft Surat Dinas/SK yang | 5menit [Surat Dinas/SK
ot Kendial b sudah ditandatangani
Kepala Dinas
Surat Dinas/SK 10 menit | Surat Dinas/SK

Menyampaikan Surat Dinas/SK kepada yang berkepentingan

Palangkaraya,

Mengetahul :

Maret 2021




_Ewo_u
 Tanggal Pembuatan 3 Maret 2021

Tanggal Revisi

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

dHingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah

1 UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawalan sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber

Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi
4 Peraturan Pemerintahan No.24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawal Negeri Sipil

5 Peraturan Pemerintahan No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
6 Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan Energi

2. Mengetahui peraturan perundang-undangan terkait penyusunan tata naskah dinas

Provinsi Kalimantan Tengah
7 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

8 Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti
Pegawal Negeri Sipil
eterkaitan SOP
1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
~=-r register naskah dinas




SOP Pembuatan Naskah Dinas PPTK & PPK

Menerima usulan nama PPTK dan PPK darl sekretaris dan kepala Daftar Usulan Nama PPTK dan 20 menit |Disposisi K Dinas

bidang, kemudian Memerintahkan dan mengarahkan Sekretaris untuk PPK - e

menyusun surat dinas/SK

Mendisposisi penyusunan surat dinas/SK Disposisi Kepala 15 menit |Disposisi Sekretaris

Mendisposisi penyusunan surat dinas/SK Ihv Disposist Sekretaris 20 menit |Dispostsi Subbag Umum
Disposisi Subbag Umnum 30 menit |Draft Surat Dinas/SK

Mengetik Surat Dinas/SK

Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masih ada yang salah maka
dikembalikan kepada Pengadministrasi Umum untuk diperbak, jika
sudah benar maka diparaf

Tidak

Draft Surat Dinas/SK

10 menit |Draft Surat Dinas/SK yang sudah
diparaf Kasubbag

Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masih ada yang salah
dikembalikan kepada Kasubbid/Kasubbag untuk diperbaiki, jika
sudah benar diparaf

Ya

Tidak

Draft Surat Dinas/SK yang sudah
diparaf Kasubbag

S menit |Draft Surat Dinas/SK yang sudah
diparaf Sekretaris

Memeriksa draft Surat Dinas/SK. jika masih ada yang salah
dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jila sudah benar
ditandatangani

Draft Surat Dinas/SK yang sudah
diparaf Sekretaris

10 menit |Draft Surat Dinas/SK yang sudah
ditandatangani Kepala

Memberikan nomor dan stempel pada Surat Dinas/SK dan
mencatatnya dalam kartu kendali

Draft Surat Dinas/SK yang sudah
ditandatangani Kepala

5 menit |Surat Dinas/SK

Menyampaikan Surat Dinas/SK kepada yang berkepentingan

Surat Dinas/SK

10 menit |Surat Dinas/SK




PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

wn_..mm_uu Umum dan Noﬁluhmi&»:

1 UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. :

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pererintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Fnergi dan Sumber
Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

4 Peraturan Pemerintahan No.24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawal Negeri Sipil

5 Peraturan Pemerintahan No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawal Negeri Sipil
PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestas Kerja Pegawai Negeri Sipil

6 Perka BKN Norzor 1 Tahun 2013 tentang Pentlaian Prestasi Kerja Pegawal Negeri

7 Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan Energi

Provinsl Kalimantan Tengah
8 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah. :

. Mengetzhui dan memahami cara menyusun kontrak kinerja
2. Mengetahui dan memahami cara menghitung pencapaian kinerja
3. Mengetahui dan memahami peraturan tentang SKP

3. Lembar penilaian SKP

i




SOP Pemrosesan SKP

m..o:d::m.m

EZe ooy S T e SR i

20 menit

B s e

Membuat dan Emuwwammmrmr formulir SKP

Formulir SKP, Kontrak kinerja 240 menit |Formulir SKP yang sudah diisi

2 |Mengisi formulir target SKP berdasarkan kontrak kinerja
pegawai

pegawai dengan atasan langsung

Formulir SKP yang sudah diisi 30 menit |Formulir SKP yang sudah diperiksa

3 |Memeriksa dan menandatangani SKP pegawai, Jika tidak
sesuai E&B.&wms cm:rh: kepada pegawai untuk Tidak dan ditandatangani atasan
diperbaiki, Jika sesuai maka disampaikan kepada e langsung
Sekretaris/Kabid /\ Ya
4 |Menyampaikan SKP masing-masing pegawai Formulir SKP yang sudah 10 menit |SKP Pegawai
diperiksa dan ditandatangani
atasan langsung
5 |Mengolah SKP pegawai dalam aplikasi SKP : SKP Pegawai 3hari  [SKP pegawai yang sudah diolah
ﬁ dalam aplikasi
6 Wm::&. capaian mﬁv pegawai dan menyerahkannya SKP pegawai yang sudah diolah 120 menit |Penilaian capaian SKP
epada Sekretaris / Kabid .F dalam aplikasi
7 ZmEa...mEB: penilaian SKP kepada Pengolah Data Penilaian capaian SKP 10 menit |Penilaian capaian SKP
pPegawal
8 |Menginput capaian SKP setiap pegawai 4 Penilaian capaian SKP 3 hari  |Penilaian capaian SKP
L Penilaian capaian SKP 180 menit |Lembar Penilaian capaian SKP

9  |Membuat rekapitulasi capaian SKP setiap pegawai

10 |Mengarsipkan berkas SKP Lembar Penilaian capaian SKP 10 menit |Lembar Penilaian capaian SKP

Palangkaraya, Maret 2021

Mengetahui :
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Nomor SOP
s Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi __ : NTAH PENN
Tatiggal Pengesaiim HBVA 2O
Disahkan oleh ey VERF
PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sub. Umum dan Kepegawaian Nama SOP

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
. PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawal Negeri

AW N

Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

n

Kalimantan Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

- Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan Energi Provinsi

1 SOP Surat Masuk 5

™~

eralatan’ Perleng

(& 1
Data Pegawai
Data Diklat

2.
3.  Data Usulan Dildat Pegawai

Mengetahui dan memahami cara pengelolaan usulan dildat
Mengetahni dan memahami perencanaan diklat
Mengetahui dan memahami peraturan tentang kediklatan

e ———— o




B ebntaban e
pegawai

Merekapitulasi kebutuhan diklat setiap pegawai

Identifikasi kebutuhan diklat 3jam |Rekap kebutuhan diklat

Ya

Membahas usulan dikiat b } L
em pegawai bersama ; '3 Rekap kebutuhan dikiat 4jam |Usulan diklat pegawai
|
Membuat konsp surat usulan dildat pegawai | I |--. Usulan diklat i 20 menit |Konsep surat usulan diklat
sesual dengan hasil pembahasan kebutuhan T pe vnmm-in_mﬁu "
diklat
Mengetik surat usulan diklat Konsep surat usulan diklat 20 menit | Draft surat usulan diklat
re pegawai pegawai

Memeriksa surat usulan diklat. jika masih ada Tidak Draft surat usulan diklat 10 menit |Draft suratusulan diklat
yang salah dikembalikan kepada pegawai pegawai yang sudah diparaf
Pengadministrasi Umum untuk diperbail, jika Kasubbag Kepegawaian dan
sudah benar diparaf Umum
Memeriksa surat usulan dikiat. Jika masih ada — Draft surat usulan diklat 5 menit |Draft suratusulan diklat

yang salah dikembalikan kepada Kasubbag Tidak pegawai yang sudah diparaf pegawai yang sudah diparaf
Umum untuk diperbaiki, jika sudah benar dip: Kasubbag Kepegawaian dan Sekretaris

Umum

Menandatangani surat usulan diklat pegawai

Draft surat usulan diklat 10 menit |Surat usulan diklat pegawai
pegawai yang sudah diparaf yang sudah ditandatangani
Sekretaris Kepala

Menyam, -aikan surat usulan diklat pegawai ke Surat usulan diklat pegawai ljam |Suratusulan diklat peg wai
Badan Diklat dan Litbang dan Kementrian yang sudah ditandatangani
Pekerjaan Umum Kepala

Palangkaraya, Maret 2021

Mengetahui :
RGI SUMBER DAYA MINERAL
MANTAN TENGAH
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Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 2 Maret 2021

Tanggal Revisi :

Tanggal Pengesahan : %\u \w/
3 BT

Disahkan oleh

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub. Bagian Umum dan Kepegawatan =

1. Undang-Un Nomor 23 Tahun 2014 Tentan
s Emnw“u_m_ i E__mwﬁm nm a”-nw.wm_._.%“”w_!. Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Smmber Daya 1. Mengetahui dan Memahami tentang Pengelolaan BMD
2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peralalan/ Perlengkiapan
1. Formulir Peminjaman Ruangan
2.  Daftar penggunaan Ruangan

Jikca SOP ini tidak dilaksanakan maka jadwal peminfaman ruang rapat menjadi tidak teratur

Dalam Papan Penggunaan Ruang

L SOP Surat Masuk




PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

{Nomor SOP

| Tanggal Pembuatan : Maret 2021

Sub. wmmm Umum dan Kepegawaian

1. UUNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber
Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

4 Peraturan Pemerintahan No.24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawal Negeri Sipil

S Peraturan Pemerintahan No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawal Negeri Sipil

6 Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan Energi
Provinsl Kalimantan Tengah

7 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Mengetahui dan memahami peraturan kepegawaian
2. Memiliki keahlian pengelolaan daftar urut kepangkatan

1. Dokumen Peraturan Kepegawaian




SOP Peminjaman Ruang Rapat

Surat permohonan peminjaman]

Menyampaikan surat voiommlml,.mmsgwnﬂmr Jadwal _S%wg
rapat
ruang rapat
2  |Memeriksa jadwal
J penggunaan ruang rapat Surat permohonan 3jam Jadwal penggunaan ruang rapat
peminjaman ruang rapat
Tidak
3 |Menyampaikan jawaban permohonan geun :
peminjaman :
ruang rapat dan meminta pengelola gedung untuk —mniw_ ik e Kan _mi.n..—..mb St t
menindaklanjuti rapa peminjaman ruang rapa
4 |Menjadwalkan penggunaan ruang rapat dan _
inberiipie i Jawaban permohonan 20 menit  [Jadwal penggunaan ruang rapat
ﬂmumﬁv p engkapan sarana prasarana ruang peminjaman ruang rapat
Palangkaraya, Maret 2021
Mengetahui :
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Data Kepegawaian dan Umum ﬂ Kepegawaian
2 Mengidentifikasi pegawal yang akan mendapatian [ 2 Data masa Kerja Pegawal 30menit |Identitas Pegawal yang akan
penghargaan Satya Lencana Karya Satya mendapat penghargaan
3 Membuat Konsep dan Memerintahkan Pengolah Data 1 Identitas Pegawal yang akan 20 menit |Konsep Surat Usulan penerima
Kepegawalan dan Umum untuk membuat surat usulan mendapat penghargaan penghargaan
penerimaan penghargaan
4 Membuat surat usulan penerima penghargaan ﬁ Konsep Surat Usulan penerima | 20 menit |Draft Surat usulan penerima
Tdak penghargaan penghargaan
5 Memeriksa surat usulan penerima penghargaan jika Y. Draft Surat usulan penerima 10 menit |Draft Surat usulan penerima
masih ada yang salah dikembalikan kepada Pengolah d penghargaan penghargaan sudah dl paraf
Data Kepegawalan dan Umum jika sudah benar di Kasub.Bag UK
paraf Ya
6 Memeriksa surat usulan penerima penghargaan jika Draft Surat usulan penerima Smenit |Draft Surat usulan penerima
masih ada yang salah dikembalikan kepada Kasub.bag. penghargaan sudah di paraf penghargaan sudah di paraf
Kepegawaian dan Umum jika sudah benar di paraf vy Kasub.Bag.UK Sekretaris
al
7 Menandatangani Berkas Usulan Penerima Draft Surat usulan penerima 10 menit |Draft Surat usulan penerima
Penghargaan yang sudah di paraf Kasubbag UK dan penghargaan sudah di paraf penghargaan sudah
Sekretaris To_ndﬂ_._m ditandatangan Kepala Dinas
8 Menerima berkas yang sudah di tandatangani Kepala Draft Surat usulan penerima 10menit |Berkas Usulan penerima
Dinas dan di laporkan Usulannya ke BKD Q penghargaan sudah penghargaan Siap dikirim ke BKD
ditandatangan Kepala Dinas
Palangkaraya, Maret 2021
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Nomor SOP
Tanggal Pembuatan : Maret 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh
PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Nama SOP

1. UUNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tzhun 1999

2. UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

3. PP No8Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan
Anggota POLRI menjadi PNS untuk Menduduki Jabatan Strub-tural

1. Mengetahni dan Memahami tentang Pengelolaan BMD

1. Formulir Peminjaman Ruangan
2. Daftar penggunaan Ruangan

-Uu._m:_ Papan Penggunaan Ruang




STy i s )

Menginformasi Kepada Pengadministrasi mmuammiﬂnu ten

Data xmummmiwmmu ,

s

b

5 menit

Data Pensiun vmmw?mm

Ya

1
PNS yang akan memasuki masa pensiun 1 (satu) tahun kedepan
= i 3 .
HM.H@%“ME& Pemberitahuan kepada PNS yang akan memasuki Data Pensiun Pegawai 15 menit |Draff Surat
un > . Pemberitahuan
3
3 = - T
Im:._mﬂmnu wE-.mH pemberitahuan pensiun jika surat sudah benar 7 Draff Surat Pemberitahuan 10 menit |Draff Surat
maka, diparaf jika masih ada kesalahan pada surat dikembalikan \ Pemberitahuan yang
kepada pengadministrasi kepegawaian untuk di perbaiki J’ sudah di paraf Kasub
Tidak )
Bag. Umum
4 |M i i i i
enandatangani surat pemberitahuan pensiun (a.n. Kepala Dinas ) Draff Surat Pemberitahuan yang sudah 5 menit |Surat Pemberitahuan
di paraf Kasub. Bag. Umum Pensiun
5 |Menyampaikan mﬂ.ﬁmn v.macnn_w._._cs pensiun ke masing-masing Surat Pemberitahuan Pensiun 10 menit |Surat Pemberitahuan
bidang dan dan di umujmkan di papar pengumuman Pensiun
kantor/mading
6 |Menyampaikan berkas pensiun kepada pengadministrasi Surat Pemberitahuan Pensiun 2 hari  |Berkas persyaratan
kepegawaian ¥a pensiun
7 |Melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan i :
pensiun,Jika Berkas persyaratan pensiun 15 menit |Berkas persyaratan
belum lengkap dikembalikan ke pegawai utk dilengkapi, jika sudah ﬁmEE:ﬁuﬂ: g sudah
len gkap dilanjutkan akan di proses Tidak diverifikasi
8 - -
Melegalisir berkas persyaratan pensiun Berkas persyaratan pensiun yang sudah | 10 menit |Berkas persyaratan
diverifikasi pensiun yg sudah di
Lh legalisir
9 M = -
emparaf legalisir berkas persyaratan pensiun derkas persyaratan pensiun ygsudahdi | 5menit |Berkas persyaratan
legalisir pensiun yg sudah di
legalisir yg sudah di
TR _ : 2 o gmp
E”-H_wamﬂumué legalisir berkas persyaratan pensiun (an. Kepala Berkas persyaratan pensiun yg sudahdi | 10 menit |Legalisir persyaratan
legalisir yg sudah di paraf kasubag UK Pensiun
11 M i
ernbuat surat pengantar usulan pensiun y Legalisir persyaratan Pensiun 15 menit |Draff Surat pengantar

Usulan Pensiun




12 |Memeriksa surat pengantar usulan pensiun jika masih ada m Usulan
Draff Surat pengantar Usulan Pensi 15 menit |Draff Surat pengantar
kesalahan di kembalikan kepada pengadministrasi kepegawaian e "
untuk diperbalki jika sudah benar di o o  parat e
ar diparaf < sudah di paraf Kasub.
Bag. UK

u.w -
Memeriksa surat pengantar usulan pensiun jika masih ada Draff Surat pengantar Usulan Pensiun yg| 10 menit |Draff Surat pengantar
kesalahan di kembalikan kepada Kasub.Bag.Umum dan sudah di paraf Kasub. Bag. UK Usulan Pensiun yg
kepegawaian untuk diperbaiki jika sudah benar ditandatangani sudah di tandatangani

Tidak | NN Kepala Dinas

Kepala Dinas

14

Mengantar berkas usulan pensiun ke BKD

Draff Surat pengantar Usulan Pensiun yg
sudzh di tandatangani Kepala Dinas

1Jam = |Sarat Usulan Pensiun

Maret 2021




— —_ Nomor SOP
| Tanggal Pembuatan Maret 2021
Tanggal Revisi )
Tanggal Pengesahan 2t WIAH Py

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

@

06199603 1 ccm

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Undang-Un: glgmﬂnmﬁuen*gg?u:zﬁ

2. PP Nomo: oadngmggg:ngggnvmﬁiazmw&uvz.g a telah beberapa kali diubah terakhir dengan

PP No 12 Tabun 2002

3. PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai, se sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 22
Tahun 2013

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 12 Tahun 2002 ten ntang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2000

tentang Kenalkan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana a telah beberapa kalf diubah terakhir dengan PP No 12 Tahun 2002

1. Mengetahui dan memahamai peraturan tentang kenaikan gaji berkala
2. Memiliki keahlian pengelolaan gaji berkala

1. Dokumen Peraturan Kepegawaian 3. DUK

2. Data kepegawaian 4, SK Kenaikan gaji berkala terakhir

Elektronik (data base kepegawalan)




SOP Kenaikan Gaji Berkala

Jam

untuk di perbaiki jika sudah benar di paraf

Tdak

sudah di paraf Kasub. Bag.
Umum

berkala pegawai

Membuat surat kenaikan gaji berkala v Rekap data kenaikan gaji 30 menit Draff Surat kenaikan gaji

berkala pegawai berkala pegawal
Memeriksa surat kenaikan gaji berkala jika masih Draff Surat kenaikan gaji 5 menit ucn;ﬂwe& kenaikan gaji
ada kesalahan dikembalikan k pengolah data Tidak > Ya berkala pegawai Mm& &vﬁiﬂ yang
kepegawalan untuk di perbaiki jika sudah benar di - M@:EEB
paraf
Memeriksa surat kenalkan gaji berkala jika masih Draff Surat kenaikan gaji 5 menit _H“H NMEmE.Nn x_”w_runwu__
ada kesalahan dikembalikan k Kasubag.umum berkala pegawai yang riala pegawal yang

sudah di paraf sekretaris

Menandatangani surat kenaikan gaji berkala Draff Surat kenaikan gaji 10 menit Draff Surat rmummﬂuuw__
berkala pegawai yang berkala pegawai yang
sudah di paraf sekretaris sudah ditandatangan

Kadis

Memberikan nomor,mengagendakan Draff Surat kenaikan gaji S menit Nmaﬂm vmﬂw_mﬁﬂu

surat,memberikan stempel dan menyerahkan surat berkala pegawal yang enaikan gaji berkala

kenaikan gaji berkala kepada pengolah data sudah ditandatangan Kadis

kepegawaian

Memnyampaikan surat kenaikan gaji berkala kepada Berkas persyaratan 10 menit Mm..wmm _uo_.mww_.mﬂu
pegawal yang bersangkutan dan bendahara gaji Kenalkan gaji berkala enaikan gaji berkal




PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

1. UUNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-polk Kepegawalan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerzh dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber
Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

4 Peraturan Pemerintahan No.24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

5 Peraturan Pemerintahan No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawal Negeri Sipil

6 Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan Energi
Provinsi Kalimantan Tengah

7 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas
Pertambangan dan Energj Provinsi Kalimantan Tengah.

1 SOPDUK

= = 4..»
- F

1 Mengetahui dan memahami peraturan kepegawaian
2 Memiliki keahlian pengelolaan daftar urut kepangkatan

1  Dokumen Peraturan Kepegawaian 3. Elektronik (DUK, database kepegawalan)
2.  Datakepegawaian

Elektronik (data base kepe jawaian)




SOP Penyusunan DUK

3 [lmgpdatnpmtuian Gy tepequmatn

DataKepogawaian | S menit [Data pegawaiyangsudah |

untuk di perbaiki jika sudah benar di paraf

wﬂmﬁsﬁ (Mutasi kenaikan pangkat, diklat gelar dll ﬂ diupdate
2 Membuat DUK sesuai perubahan data [ 2 Y Data pegawai yang sudah | 15menit |Draff DUK
kepegawaian o diupda
update
3 Memeriksa DUK jika masih ada kesalahan Draff DUK 10 menit |Draff DUK i
yang sudah di
dikembalikan k pengolah data kepegawaian Tidak > Ya paraf Kasub. Bag. Umum

4 Memeriksa DUK jika masih ada kesalahan
dikembalikan k Kasubag.umum urtuk di perbaiki
jika sudah benar di paraf

Tdak

Draff DUK yangsudahdi | 5menit |Draff DUK yangsudahdi
paraf Kasub. Bag. Umum paraf Sekretaris

5 Menandatangani DUK

Draff DUK yang sudahdi | 10 menit |Draff DUK yang sudah di
paraf Sekretaris |tandatangani Kadis

6 DUK yang sudah di tandatangani di agendakan
kalau sewaktu-waktu ada pemeriksaan

Draff DUK yangsudahdi | 11menit |Draff DUK yangsudah di
tandatangani Kadis tandatangani Kadis di
agendakan

Palangkaraya, Maret 2021
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= . § Nomor SOP
- Pembuatan Maret 2021
_._.mmu_ Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh
PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL \
4
i
__Sub. Bagian Umam dan Kepegawaian Nama SOP :

1 UUNo.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber
Daya Mineral menijadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

4 Peraturan Pemerintahan No.24 T«hun 1976 Tentang Cuti Pegawal Negeri Sipil

5 Peraturan Pemerintahan No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawal Negeri Sipil

6 Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan Energi

7 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

1. Mengetalmi dan memahami peraturan kepegawaian
2. Memiliki keahlian pengelolaan kehadiran pegawai




Mengambil data kehadiran pegawal dari mesin finger print . |-

_Iul.
_hll

Z  [Merekap daftar hadir pegawai setiap akhir bulan Data kehadiran pegawai lhari |Rekap daftar hadir
Mengumumkan
3 rekapitulasi kehadiran pegawal Rekap daftar hadir 5 menit |Pengumuman rekapitnlasi
kehadiran pegawai
4  |Memberikan sanggahan jika ada yang tidak sesual Pengumuman rekapitulasi 2 harl |Sanggahan pegawal
kehadiran pegawal
5
Mengikiarifikasi sanggahan pegawai Sanggahan pegawal 2 hari |Klarifikasi sanggahan
pegawal
6 Memperbaiki rekapitulasi daftar hadir sesual dengan Klarifikasi _lﬁ Ya Klarifikasi sanggahan pegawai| 1jam |Rekapitulasi daftar hadir yang|
sudah di perbaiki
7 |Memeriksa Hﬂ% hphwm.mwm__“w__s Eﬂwﬁm@uﬁw ,_.ﬂ_% _ . Rekapitulasi daftar hadir yang | 10 menit |Rekapitulasi daftar hadir yang
kembalikan aftar hadir un rbaiki, sudah di perbalki sudah diparaf Kasubbag, UK
jika sudah benar di paraf
8  |Memeriksa Nﬁu daftar w..m“% ada E%&wﬁ o W Rekapitulasi daftar hadir yang | 10menit |Rekapitulasi daftar hadir yang
kembalikan kepada Kasub. un rhaild, jika su sudah diparaf Kasubbag. UK sudah diparaf Sekretaris
benar di paraf
Tdak
3  |Menandatangani rekap daftar hadir Rekapltulas! daftar hadir yang | 5 menit |Rekapitulasi daftar hadir yang
sudah diparaf Sekretaris sudah ditandatangani Kadis
10 [Menyerahkan hasil rekap daftar hadir ke BKD Rekapitulasi daftar hadir yang| 1jam |Rekapitulasi daftar hadir yang|
sudah ditandatangani Kadis sudah ditandatarvani Kadis di

kirim ke BKD




PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

|[Nomor SOP
| Tanggal Pembuatan Maret 2021
. o

Sub. Bagian Umum dan Kepegawalan

1 UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber
Daya Mineral inenfadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

4 Peraturan Pemerintahan No.24 Tzhun 1976 Tentang Cuti Pegawal Negeri Sipil

5 Peraturan Pemerintahan No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

6 Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2013 Tentang Tuagas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pertambangan dan Energi
Provinsi Xalimantan Tengzh

7 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.
8 Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti

Pegawal Negeri Sipil
L SOP Laporan Kehadiran Pegawai

Jika ada bukti kuat pelanggaran disiplin maka akan diberikan sanksi .

1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait disipin PNS
2. Memiliki pengetahuan aturan hukum pegawai

e T A

1. Database pegawai

B

Database kepegawaian




M oy SR ST r.i....‘n‘.uu.u—nuaus.b:sg&
Atasan Langsung

Memverifilzsi laporan tindalan Indisipliner dan
berkoordinasi kepada Kasubbag Umum

3 Mencard bukti dan saksi tindakan Indisipliner pegawal
indisipliner
4  |Memanggil secara tertulis terhadap pegawal yang Hasll rapat dengan Kasubbag serta adanya| 20 menit |[Surat panggilan beserta bukti tindakan
melakukan tindakan indisipliner pegawai bukti tndakan tindakan indisipliner tindakan indisipliner pegawai
pegawal
5  |Memeriksa pegawai yanhg melakulkan indisipliner dan Surat panggilan beserta bukti tindakan 3 jam Laporan hasil pemeriksaan,bukt tindaan
memberikan sanksi jika ada bukti kuat dan atau tindakan indisipliner pegawai indisipliner, surat pemberian sanksi
pengakuan dari pegawal yang bersangkutan sesual hukuman disiplin
dengan kewenangannya (jika tidak maka rahkai
kepada pejabat yang berwenang
&  |Membuat draft SK hukuman disiplin pegawal Ya Laporan hasll pemeriksaan,bukti tindakan 1jam  [Draft SK hukuman disiplin,Laporan hasll
indisipliner, surat pemberian sanksi pemerfksaan bukti tindakan indisipliner,
hukuman disiplin surat pemberian sanksi hokuman disiplin
7 Memeriksa draft SK hukuman disiplin pegawal kalau y 3 Draft SK hukuman disiptin,Laporan hasil Smenit  |Draft SK yang di paraf Kasub.bag UK
sudah benar di par=f jika belum dikemballkan di / pemeriksaan,bukti tindakan En_EE_:m_...
Pengadministrasi hukuman disiplin
kembalikan ke kepegawaian Ticak J e surat pemberian sanksi n disip
8  |Memeriksa draft SK hukuman disiplin pegawal kalau . Draft SK yang di paraf Kasub.bag. UK Smenit |Draft SK yang di tandatangani Sekretaris
sudah benar di paraf jika belum dikembalikan di v
kembalikan ke Kasubbag UK
9  |Menandatangani SK bulamman Disiplin Pegawal _ Draft SK yang di tandatangani Sekretarls Smenit  [SK yang di tandatangani Kadis
10 Menyerahkan SK kepada yang bersangkutan dan SK yang di tandatangani Kadis Smenit  |SKyangAsll di pegang pegawal yang
menyimpan berkas SK sewaktu-waktu di perlukan UA |bersanghkutan Hukum dan Copy nya di
simpan di Kepegawaian

Palangkaraya, Maret 2021




Nomor SOP

. |
PEMERINTAHAN _u_ﬂoam-._hbg.-.bz TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tanggal Pembuatan Maret 2021

| |Tangsal Revist 3 AT
Tanggal Pengesahan 3 M BN\
Disahkan oleh : p@q

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3 Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4 Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

S Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber
Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

8 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005
Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

9 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

10 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

11 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

12 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

13 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016

14 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

15 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaandan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.

16 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016

1. Mengetahui dan Memahami tentang Peugelolaan BMD

i

2. Check list kesesuaian barang

i




SOP Permintaan Barang

3  |Memeriksa kesesuaian i :
A ———— pernaintady >§.§.§ Tanda terima, Formulir 20menit |Checlklist kesesuaian barang
e e o e [l
mbalikan diisi, Data barang persediaan persediaan ATK
Ya ATK
4 Membuat pesanan permin >
Asaii I Mm._.: taan ATK/barang persediaan dan Berita Checklist kesesuaian barang 20 menit |BA Penyerahan barang
peepe y g persediaan permintaan dengan persediaan persediaan
ATK
5 M hkan ATK/b ; =
enyerahkan ATK/barang persediaan kepada kepala bidang BA Penyerahan barang Smenit |ATK/barang persediaan yang
persediaan diminta

Palangkaraya,

Maret 2021




Sop Penyusunan Buku Pajak

15 Menit

Buku Pertanggungjawaban
Pajak

3 eriksa ; e
?MMH. _wEE. Pertanggungjawaban Pajak._ Jika masih ] Buku 60 Menit Buku Pertanggungjawaban
ada yang salah dikembalikan kepada Bendahara Tidak 5 : R
s i Pertanggungjawaban Pajak yang sudah diparaf PPK
Pengeluaran untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf / Pajek
2 [Menan i Buka Pertanggung
AemAntangad Tk gjawaban Pajak Buku 10 menit Buku Pertanggungjawaban
Q Pertanggungjawaban Pajak
Ya Pajak yang sudah
diparaf PPK
Palangkaraya, = Maret 2021




